
PEMERINTAII KABUPATEN KAPUAS

DINAS PENDIDIKAN
Jl. Tambun Buogai No.T0 A (05 13) 21 175 Fax ( 05 1 3) 25466 Kode Pos 735'I4

KUALA KAPUAS

Membaca

Menimbang

Menqingat

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS

NOMOR : ,2,i- /SK /DlSDlK / 2015

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK'KANAK

in.lln Hen,q.paN KEcAMATAN KAPUAS TENGAH, KABUPATEN KAPUAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS,

:1. Surat Kepala TK. FAJAR HARAPAN Desa Puion Kecamatan Kap-uas Tengah

Nomor : 421.1/l fTKFH/Vtl /2015 tanggal I Juli 2015 tentang Permohonan

ljin Operasional TK. FAJAR HARAPAN Desa Puion Kecamatan KapuasTengah'

2. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Pujon Nomor :

4701135/PJN/Kesra.20'15 tanggal. 04 Juli 2015.
3. Surat Rekomendasi Kepala besa Pujon Nomor : 470l'134i PJN/Kesra'2o15

tanggal. 04 Juli 2015.

4. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kapuas Tengah

Nomot 421.1l128txllDisdik.2015 tanggal 6 Juli 2015'

5. Surat RekomendaSi Cam6i Kapuas Tengah Nomor :421 1l216NlllKes6.2}15
tanggal 7 Juli 2015.

: a. bahwa rK. FAJAR HARAPAN Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten

Kapuas telah memenuhisyalat untuk memperoleh Surat ljin Operasional:

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud d€lam ,huruf a 
'

- perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten

kapuas tentang ljin operasional Penyelenggaraan TK FAJAR HARAPAN

Desa Pujon Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas'

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang

Darurai No.3 tjntang Pembentukan Daerah Tingkat ll di Kalimantan Tengah
( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun '1953 No.g) sebagai Undang-

Undang ( Lembiran Negara Republik lndonesia Tahun 1959 No 72, Tembusan

Lembarar, Negara Republik Indonesia No. 1820);

2. Undang-Undang Nomor4Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakl

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(LembJran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2OOB Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4844):

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
3485);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun '1990 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan
Lembarar Neqara Republ,k lndonesia Nomor 3763);



V- B. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Slandar Nasional
" i,""0]Ji[r" fl".o"ran t'tegara Republik lndonesia Tah.u.1:005 Nomor 42'

Tambahan Ljmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4496):

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi

Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM)i

lo.PeraturanPemerintahNomor4STahun20oBtentangPendanaanPendidikan" if".o"i"" Neoara Repubt;t lndonesia Tahun 20OB Nomor 9'1' Tambahan

Lembaran Negira Republik lndonesia Nomor 4864):

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 201O tentang Pengelolaan dan
'p""rJe,inn"ir"" p"noioir."n, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010,

12 Peraturan Menieri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar

Kualifikasi Allademik dan Kompetensi Guru;

13. Peraturan lvlenteri Pendidikan Nasionat Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standa'

Pendidikan Anak Usia Dini;

14 Keoutusan l\,'lenteri Pendidikan Nasional Nomor 129aNnOO4' tentang Standar

Peiayanan Minlmal Bldang Pendidtkan;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintah KabuPaten KaPuas;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor q I'h'l-?913 l9lb:l-all1:' P"r"tr; Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang organlsasl

dan Tatakeria Dinas Daerah Kabupaten Kapuas;

17. Peraturan Daerati Kabuplten Kapuas Nomor 8 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kapuas'

I1IIEMUTUSKAN

liin Ooerasional Penyelenggaraan Taman TK FAJAR HAMPAN Desa Pujon

(ecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas'

Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada drktum KESATLJ

;;;'"i;i""": Tidak be aku jika oalam pelaksanaannya bertentangan dengan

Peiaturan Perundang-undangan yang berlaku'

liin onaraqionel berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan di

ii"i"ii""r#rl-."t"r"n jangra z (dua) tahun sejalan perkembangan Lembaga

Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan'

Apabila Lembaga Pendidikan pindah lokasi/tempat maka ijin operasional

dinyatakan Tidak berlaku.

Keputusan inl berlaku sejak tanggal ditetapkan' dengan ketentuan. apabila

;;;;;i;" h:'i terdapat 
' kekeliruin dalam penetapan ini' akan diperbaiki

sebagaimana rnestinYa.

Ditetaokan di : Kuala KaPUas

Pada ianqqal :3o September 2015

Menetapkao
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

NlP. 1S691212 199012 1 001

Tembusan. di samDaikan kepada Yth :

'1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl diJakarta'
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya'

3. Bupati Kapuas di Kuala KaPUas.

4. Camat Kapltas Tengah di Puion
5. Kepala UPlDfendiqlkl 

5e^ca.T-atan 
Kapuas Tengah di Puion'

nas Pendidikan


